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Abstract 

The Qawa'id fiqhiyyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir is a general 

foundation in social thinking and behavior that provides guidance for all people 

and nations in Indonesia, especially in the Era of the Industrial Revolution 4.0 as 

it is today, to carry out various interactions with each other. The guidance given 

concerns several aspects of life such as legal, economic, social, political and state 

aspects, as well as culture to human behavior problems when collided with Islamic 

economics by understanding the principles contained therein. This research focuses 

on the study of qawa'id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir, which means 

Difficulty of Giving Birth to Ease, and its implications for economic thought and 

behavior in society in the current era, namely the era of the Industrial Revolution 

4.0. In this case, the understanding of the difficulty of giving birth to ease is that 

mutlaq is needed to carry out an ijtihad or renewal of thought. The existence of this 

fiqh principle, in which the difficulty of giving birth to convenience proves that 

Islam, with all its tools, pays close attention to human behavior in fulfilling the daily 

needs of both social and economic needs. This can be proven when Allah SWT 

allows Muslims to interact and transact with non-Muslims at the same time, even 

Allah SWT gives flexibility to the mukalaf in determining their economic activities 

according to their ability levels. However, this almost Qath'i rule, namely 

masyaqqah is limited by the Shari'a in order to maintain the originality of human 

benefit from the rules made by the creator. 
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Abstrak 

Qawa’id fiqhiyyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir merupakan landasan 

umum dalam pemikiran dan perilaku sosial masyarakat yang memberikan panduan 

bagi segenap masyarakat dan bangsa di Indonesia khususnya di Era Revolusi 

Industri 4.0 seperti sekarang ini, untuk melakukan berbagai interaksi dengan 

sesamanya. Panduan yang diberikan menyangkut beberapa aspek kehidupan 

semisal aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan kenegaraan, serta budaya sampai 

pada masalah perilaku manusia jika dibenturkan dengan ekonomi syariah dengan 

memahami kaidah-kaidah yang terkandung didalamnya. Penelitian ini 

memfokuskan pada kajian qawa’id Fiqhiyah al-Masyaqqāh Tajlib al-Taysir yang 

bermakna Kesulitan akan Melahirkan Kemudahan, serta implikasinya dalam 

pemikiran serta perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era sekarang yaitu era 

Revolusi Industri 4.0. Dalam hal ini, pemahaman terhadap kaidah Kesulitan 

Melahirkan Kemudahan adalah mutlaq diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad 

atau pembaharuan pemikiran. Hadirnya kaidah fiqh ini, dimana Kesulitan 

Melahirkan Kemudahan membuktikan bahwa agama Islam dengan segala 

perangkatnya sangat memperhatikan hal-hal perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat 

dibuktikan ketika Alloh Swt membolehkan kaum Muslimin untuk berinteraksi 

sekaligus bertransaksi dengan kaum yang non-Muslim, bahkan Alloh Swt 

memberikan keleluasaan kepada para mukalaf dalam menentukan aktifitas 

ekonominya yang disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Akan tetapi dengan 

demikian kaidah yang hampir Qath’i ini yaitu masyaqqah dibatasi oleh syariat guna 

menjaga originalitas kemaslahatan manusia dari aturan yang dibuat oleh sang 

pencipta.  

. 

Kata kunci: Ushul Fiqh, Masyaqqāh, Taysir, Ekonomi Islam, Era Revolusi Industri 

4.0 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendapat seorang ualama bernaman (al-Zuhayli, 2002, 153) bahwa tujuan 

utama ajaran Islam yaitu menuju kepada kemaslahatan baik di dunia maupun 

akhirat, dimana secara garis besar mengatur tiga hal, yakni hubungan manusia 

dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan 

manusia dengan keadaan sosial kemasyarakatan dilingkungan sekitarnya. Dengan 

demikian maka syariat Islam pada dasarnya adalah memandu sekaligus memelihara 

secara tidak langsung menuju kepada tujuan umum di alam yang nyata yakni 

membahagiakan individu dan jama’ah, selain itu memelihara aturan serta 

menyemarakkan dunia dengan segala sarana yang akan menyampaikannya pada 

ranah kesempurnaan, atau kebaikan, dan budaya serta peradaban yang menonjol, 
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sebagaimana misi Islam itu sendiri yaitu sebagai rahmatan lil ‘alamin atau rahmat 

untuk semesta alam (al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Islam: Studi Banding 

dengan Hukum Positif, ter. Said Agil Husain alMunawwar, Hadri Hasan 1997, 47) 

dalam (Al-farizi 2016). 

Kebenaran merupakan tujuan setiap insan di dunia ini. Jika keseluruhan atau 

sebagian dari sesuatu agama tidak benar, maka kita harus menolaknya. Hal ini 

dikarenakan tetap terpeliharanya  suatu kepercayaan yang tidak benar, walaupun 

sebuah kepercayaan itu bermanfaat bagi setiap kalangan masyarakat, persoalan 

tersebut yang sudah menjadi kebiasaan adat di kalangan masyarakat itu merupakan 

suatu sikap yang bertentangan dalam diri sendiri. Jika sesuatu agama tidak benar 

maka berarti agama itu jahat, jikalau tuhan tidak ada, maka berdoa itu hanya 

membuang-buang waktu saja (sia-sia belaka) artinya tidak dapat dipertahankan dan 

tidak ada gunanya lagi, dan manfaatnya pun tidak ada. Begitupun jika setelah 

adanya kehidupan setelah manusia atau makhluk hidup di Dunia ini setelah 

mengalami kematian, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal tersebut 

dengan bukti-bukti konkrit (Trueblood 2002, 15).  

Islam mengkaji semua teks yang tersirat di dalam al-Qur’an maupun al-

Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni (sangkaan) maupun yang sudah Qath’I 

(mandeg atau terhenti), dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu 

selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih mukhtalaf 

artinya akan terus muncul perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh 

Teori mushawwibah (teori kebenaran dalam ushul fiqh) misalnya akan mengatakan 

bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa 

juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid yang menampilkan kerangka 

berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori munqaththiah 

(teori kebenaran dalam ushul fiqh) yang berpendapat bahwa semua kesimpulan 

yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika 

beberapa kesimpulan ada yang mengandung unsure nilai yang kontradiktif. 

Penilaian semacam ini akan terus muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir 

fiqh memanfaatkan penalaran yang subjektif dan juga menaarkan paradigma 

kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat 

tertentu, artinya bawha Kebenaran dalam ushul fiqh dianggap mengada-ada dan 
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sifat kebenarnnya itu bersifat spekulasi (bisa benar-bisa juga salah) (Nasuha 2017).  

Dalam Legal Truth atau menakar kebenaran hukum dalam penelitiannya 

(Prasetyo 2017) merupakan bagian dari pengetahuan manusia yang memiliki 

berbagai pandangan terhadap kebenarannya. Kebenaran hukum tersebut lebih 

cenderung dinilai sesuai dengan persepsi dan sudut pandangan masing-masing, 

kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standar ukuran yang dimiliki oleh 

dirinya sendiri. Setiap individu atau kelompok dapat mengklaim atas kebenaran 

yang diperolehnya, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik perbedaan 

pandagan dan kesimpulan. Untuk itu perlu kiranya kita menakar kebenaran hukum 

tersebut kedalam sebuah kosnep yang sudah menjadi teori. Teori kebenaran hukum 

korespondensi memahami kebenaran sebagai realitas empiris inderawi yang 

terdapat di kalangan masyarakat, untuk memperoleh kebenaran ini dengan metode 

penalaran induktif, yaitu dapat menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat 

khusus kepada kejadian hukum yang bersifat umum. Teori koherensi misalnya akan 

memahami kebenaran hukum sebagai hasil dari ide yang terkonsep oleh akal logika 

rasional manusia. Dalam ranah mencari sebuah kebenaran ini dengan menggunakan 

metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat 

umum kepada kejadian hukum yang bersifat khusus. Sedangkan teori kebenaran 

hukum yang bersifat pragmatis akan mendasarkan kebenaran jika dapat 

memberikan manfaat bagi manusia. 

Kebenaran dalam Fiqh juga dapat menjadi salah satu obyek nilai yang paling 

tinggi dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Fiqh sebagai salah satu cabang dan 

merupakan hasil dari pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh tidak dapat dilepaskan 

dengan nilai kebenaran yang dicapai, terlebih persoalan fiqh bukan sekadar 

dialektika ilmu semata, tetapi ketentuan fiqh yang dihasilkan akan menjadi dasar 

dalam pelaksanaan peribadatan bagi seorang muslim. Sebagai sebuah ilmu, 

tentunya  fiqh memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang berusaha untuk mengkaji 

maupun menghasilkan ketentuan fiqh yang baru dengan tetap berpedoman pada 

alQur’an dan alSunnah. Namun pada sisi yang lain akan memunculkan persoalan 

atas nilai kebenaran yang dihasilkan apakah bersifat mutlak atau relative (tidak 

mutlak). Pemahaman terhadap kebenaran dalam ilmu fiqh menjadi urgen, hal ini 

dikarenakan akan berdampak pada sikap yang membentuk kepribadian seorang 
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muslim terutama dalam pelaksananaan hukum Islam di kalanagan masyarakat. 

Fanatisme madzhab misalnya menjadi salah satu di antara dampak yang negatif 

dalam pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran dalam ilmu fiqh bersifat 

mutlak sehingga membuat seseorang menjadi tidak toleran (intoleransi), justru akan 

memunculkan intoleransi dalam perbendaan pandangan madzhab (Malik 2012). 

Lain halnya dalam kajian yang dicanangkan oleh (Rahmayanti, Ilmy, dan Hasan 

2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha yang 

merupakan kegiatan usaha dalam penggunaaan devisa dalam bank hukumnya 

diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 

serta ketentuan yang ditetapkan oleh MUI, termasuk mengurus juga perizinan 

dalam pendirian usaha baru.  

Penelitian oleh (Al-farizi 2016) ditemukan bahwa tujuan utama ajaran Islam 

ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga 

hal yang perlu dipertimbangkan, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sosial 

kemasyarakatan. Dengan demikian maka syariat Islam pada dasarnya untuk 

memelihara tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan 

jama’ahnya, selain itu memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan 

segala sarana yang akan menyampaikannya pada arah yang sempurna, kebaikan, 

budaya dan peradaban yang menonjol, sebagaimana misi Islam sebagai bagi 

semesta alam. Oleh karena itu, Ahmad Zaki Yamani sebagaimana dikutip oleh M. 

Yatimin Abdullah menyebutkan bahwa syari’at Islam identik dengan dua 

karakteristik utama. Pertama, bahwa syari’at Islam itu luwes atau lugas, dan dapat 

menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. Kedua, 

bahwa dalam kajian perbendaharaan hukum Islam ini terdapat dasar yang Muntij 

guna sebagai metoda pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara cepat, 

cermat, bagi persoalan yang paling pelik di masa kini. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengekplorasi bagaimana kaidah ushul 

fiqh terkait kaidah “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” atau Al-Masyaqqāh 

Tajlibul al-Taysir” serta implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi 

dalam masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. sehingga dalam tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui keterkaitan kaidah dalam ushul fiqh yaitu Kesulitan 
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Melahirkan Kemudahan atau Al-Masyaqqah Tajlibul al-Taysir dalam pemikiran 

dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam Penelitian ini dimana penulis akan membahas terkait Dalam penelitian 

ini penulis mencoba mengekplorasi bagaimana kaidah ushul fiqh terkait kaidah 

“Kesulitan Melahirkan Kemudahan” atau Al-Masyaqqāh Tajlibul al-Taysir” serta 

implikasinya dalam pemikiran dan perilaku ekonomi dalam masyarakat di Era 

Revolusi Industri 4.0, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  

penelitian kepustakaan (library research) dimana bahan-bahan yang diperoleh dari 

sumber-sumber pustaka dalam penelitian, hal ini bertujuan guna membangun 

konsep yang berdasarkan dari bahan bacaan. Adapun metode  pendekatan dalam 

penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan yuridis  normatif, artinya 

penelitian berusaha meneliti hal-hal terkait hukum, baik dari hukum formil  mapun  

materiil. Kajian penelitian hukum ini  yang digunakan adalah hukum Islam 

kaitannya dengan kaidah “Kesulitan Melahirkan Kemudahan” atau Al-Masyaqqāh 

Tajlibul al-Taysir”. Sedangkan Normatif maksudnya Peneliti berusaha meneliti 

terkait aturan serta regulasi-regulasi tentang kaidah ini dan di impelementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari disinerjikan dengan perilaku masyarakat Indonesia 

yang disesuaikan dengan era revolusi Industri 4.0. Terkait data penelitian yang 

gunakan yaitu dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode 

pengumpulan databya melalui metode  dokumentasi dan data penelitian ketika 

sudah terkumpul langsung akan dianalisis secara kualitatif, interpretasi atau 

menggunakan penafsiran hukum yang bersifat deskriptif analitis. Terkait 

Pengolahan data Peneliti melakukan telaah pustaka, kemudian mengorganisir, serta 

mengkonsep dan menyusun data-data yang diperoleh, baik dari mengedit dan juga 

menyimpulkan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Dasar Hukum 

Penelitian oleh (Hardi 2019) ditemukan bahwa tentang kaidah al-

Masyaqqāh Tajlibu at-Taisir dan kaitannya dengan aktifitas berekonomi sehari-hari 
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khususnya pada ekonomi Islam. Dimana pondasi ‘aqāid fiqh dengan berbagai 

macam kaidah di bawahnya menjadi salah satu elemen penting dalam kontruksi 

rancang bangun kegiatan muamalah Islam. Kaidah ini memberikan keluwesan yang 

signifikan untuk seorang muslim guna menjalakan aktifitas sehari-hari, hal ini 

dikarena bahwa ditemukan dalil alQuran dan alSunnah dengan beberapa contoh 

dalil-dalil dari alQuran diantaranya; Q.S alBaqarah: 185/286; Q.S alNisa: 28; Q.S 

alMaidah: 6; Q.S alA’raf: 157; Q.S alHaj: 78; Q.S alNur: 61. Dalam ayat alQur’an 

tersebut terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini 

mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam seperti halnya dalam 

melaksanakan ibadah maupun dalam hal muamalah sehari-hari seperti ekonomi 

keuangan, sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian. 

Disamping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat 

kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang 

berlaku agar kaidah ini tidak disalah gunakan. 

 

رحمه الله:والشرع من أصوله التيسير في كل أمر نابه تعسيرهذه قاعدةالمشقة تجلب   1قال المصنف

ِ حَقَّ التيسير، ومعناها أن ال شريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج، قال جل وعلا: وَجَاهِدوُۡا فِى اللّٰه

يۡنِ مِنۡ حَرَج    جِهَادِه ٮكُمُ الۡمُسۡلِمِيۡنَ مِنۡ قبَۡلُ   مِلَّةَ ابَيِۡكُمۡ ابِۡرٰهِيۡمَ   هوَُ اجۡتبَٰٮكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِى الد ِ هوَُ سَمه

سُوۡلُ شَهِيۡداً عَليَۡكُمۡ وَتكَُوۡنوُۡا شُهَداَءَٓ عَلَى النَّاسِ  وَفِىۡ هٰذاَ لِيكَُوۡنَ  كٰوةَ  الرَّ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ  فَاقَيِۡمُوا الصَّ

 

Artinya : Hamd al-Hamd berkata : Dan di antara prinsip-prinsip syariah ada 

Jalan keluar (solusinya) sebagaimana dalam kaidah “Kesulitan Melahirkan 

Kemudahan”, Dan hal ini dapat dimaknai bahwa hukum Islam datang untuk 

meniadakan perkara yang berat (Haraj)2. Dalam Q.S Alhajj ayat 68, Alloh Swt 

berfirman : Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu 

dalam agama. Maka Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 

menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 

(alQur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 

 
 ص10 - كتاب شرح منظومة  القواعد  الفقهية للسعدي حمد الحمد - قاعدة المشقة تجلب التيسير - المكتبة  الشاملة الحديثة  1

2 Haraj dapat dimaknai Segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta seseorang secara 

berlebihan, baik sekarang maupun di kemudian hari. 
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kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat; 

tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; 

Dia sebaik-baik pe-lindung dan sebaik-baik penolong. 

Kokohnya kaidah-kaidah ushul fiqh oleh dikalangan mazhad Hanafi pada 

abad ke-14  setidaknya telah menyusun tujuh belas kaidah-kaidah  umum, 

sedangkan ulama  dari  mazhab  Syafi’i  merumuskan  lima  kaidah-kaidah  dasar 

saja. Diantanya  yang  dirumuskan  oleh  Abu  Thohir  sebgaimana dikutip oleh 

(Nadawi 1994) yaitu Masyaqqoh  Tajlib  alTaisir. Kaidah Masyaqqoh  Tajlib  

alTaisir ini merupakan  salah  satu  kaidah paling  umum dimana kaidah ini 

memberikan keringanan yang sangat besar bagi umat muslim mukallaf sehingga 

banyak hal yang dapat lahir dari kaidah tersebut. Imam Syatibi dalam bukunya 

Qowāid  Fiqhiyyah karya Ali Ahmad Nadawi dejelaskan bahwa: “sesungguhnya  

dalil-dalil dalam  menghilangkan  kesulitan yang diperuntuhkan bagi ummat ini 

nyaris sampai pada batas yang qath’i. 

Penelitian oleh (Musjtari 2017) bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan 

perlu adanya perubahan inovasi dan partisipasi. Terkait Inovasi yang berkaitan  

dengan formulasi konsep harta dan batas nishab misalanya yang dirumuskan dalam 

fiqh. Di era sekarang yang telah memasuki Era Industri 4.0 disamping inovasi juga 

tampak dalam hal pendistribusian zakat guna menejadikan sistem pemberdayaan 

sosial. Sedangkan partisipasi tekait dalam hal ini dilakukan oleh masyarakat dan 

mustahiq dari mulai pelaksanaan program kerja, produktifitas zakat, dan juga 

pengawasan dalam hal pengelolaan ini semua haru disesuaikan dengan tuntutan 

zaman. 

Al-masyaqqāh tajlibu alTaisir dapat dimaknai kesulitan itu mengharuskan  

kemudahan, akan tetapi secara etimologis (Sarwat 2011) alMasyaqqāh merupakan 

al-ta’ab yaitu  kelelahan,  kepayahan,  kesulitan  ataupun  kesukaran  sebagaimana  

pada surah an-Nahl,    Ayat 7 sebagai berkut : 

 

حِيموَتحَْمِ  ِ ٱلْْنَفسُِ إِن  رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّ  لُ أثَقْالكَُمْ إِلَىٰ بَلَد  لَّمْ تكَُونوُا۟ بَلِغِيهِ إلِّ  بشِِق 

 

Artinya : Arti: Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak 

sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang 
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memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang. 

 

Sedangkan al-taisyir secara etimologis bermakna kemudahan. Kemudian 

menurut  pandangan (Muktar 2005) sebagaimana dikutip oleh (Hardi 2019) 

bahwasanya  kaidah ini  juga masuk dalam  kemudahan  yang  disyariatkan  oleh  

agama  Islam  bagi  ummat mukallaf dengan syariat Islam. Kemudahan atau 

keringanan/ rukhsah dalam sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT 

dalam rangka  keringan  bagi hambanya ketika pada kondisi-kondisi  tertentu. 

Terdapat beberapa  kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah masyaqqah 

tajlibu at-taisir, dimana kaidah-kaidah tersebut dan dimungkinkan untuk 

dikembangkan sehingga dapat memberikan panduan bagi muslim mukallaf untuk 

selalu mendapatkan kemudahan dalam   menjalankan agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Posisi  kaidah  ini  hampir pada kaidah yang memiliki sifat qoth’I , yang 

digunakan untuk menghilangkan segala kesulitan bagi ummat muslim, maka 

terdapat dali-dalil  pendukungnya, baik dari Al-Quran maupun al-Sunnah. Diantara 

dalil-dalil dari Al-Quran terdapat pada: QS. An-Nisa: 28; QS Al-Maidah: 6; QS Al-

A’raf: 157; QS Al-Haj: 78; QS An-Nur: 61. 

 

نْسَانُ ضَعِيفًا  ُ أنَْ يخَُف ِفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِق الْإِ  يرُِيد اللّٰ 

 

Artinya : Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 

manusia dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa: 28). 

Dalam Tafsir Jalalain (Allah hendak memberi keringanan kepadamu) 

artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan bersifat 

lemah) tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual. Sedangkan dalam 

Tafsir Quraisy Syihab Allah hendak memberikan keringanan melalui syariat dan 

ketentuan-ketentuan yang mudah dan ringan. Allah telah menciptakan manusia 

dalam keadaan lemah dalam menghadapi segala macam kecenderungan batin. 

Maka, sangatlah sesuai jika beban-beban yang diberikan kepadanya mengandung 

unsur kemudahan dan keluasan. Itulah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya 
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sebagai karunia dan kemudahan. 

 

Dalam Surat Al’Araf ayat 157 Alloh Swt berfirman :  

 

ٮِٕث وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالَّْغْللَ الَّتِيْ كَانتَْ عَ  مُ عَليَْهِمُ الْخَبٰٰۤ  مْ  ليَْهِ وَيحُِلُّ لهَُمُ الطَّي بِتِ وَيحَُر ِ

 

Artinya : dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan 

mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban 

dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

Menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan 

Maksudnya ialah bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad saw tidak ada lagi 

beban yang berat seperti yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya 

mensyariatkan membunuh diri atau membunuh nafsu untuk sahnya tobat, 

mewajibkan qishash pada pembunuhan, baik yang disengaja ataupun yang tidak 

disengaja, tanpa membolehkan membayar diat, memotong bagian badan yang 

melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang terkena najis, dan 

sebagainya. Sesuai dengan firman Allah swt (QS Al-Maidah: 6) sebagai berikut : 

 

ينَ  ذِ َّ اال هَ َيُّ اأ ُم  يَ ت مْ ُ اق ذَ ِ ُواإ ن ى  آمَ لَ ِ م  إ كُ وهَ جُ ُواوُ ل سِ اغْ ةفَ لَا مْ  الصَّ كُ َ ي دِ َيْ أ لَى  وَ ِ قِ   إ فِ ا رَ مَ   وَامْسَحُواالْ

َوْ   أ ىٰ  ضَ رْ مَ ُمْ  ت نْ كُ نْ  إِ وَ وا  رُ هَّ اطَّ فَ ا  ً ب ُ ن جُ ُمْ  ت نْ كُ نْ  ِ إ وَ نِ  يْ َ ب عْ كَ الْ لَى  ِ إ مْ  كُ َ ل جُ َرْ أ وَ مْ  كُ وسِ ءُ رُ بِ

لَى  ائِطِ  عَ غَ الْ نَ  مِ مْ  كُ نْ مِ  ٌ د َحَ أ اء  جَ َوْ أ ر  فَ وا   سَ مُ مَّ َ َي ت فَ اءً  مَ دُوا  َجِ ت مْ  َ ل فَ اءَ  سَ ِ ن  ال ُمُ  ت سْ مَ لَّ َوْ أ

امْ  ا فَ بً ِ ي  ا طَ يدً عِ ج   صَ رَ نْ حَ مْ مِ كُ يْ َ ل لَ عَ عَ جْ يَ ُ لِ يدُ اللَّّٰ ا يرِ هُ ۚ مَ نْ مْ مِ يكُ دِ َيْ أ مْ وَ كُ وهِ جُ وُ ِ وا ب حُ سَ

ونَ  رُ َشكُ مْ ت كُ َّ ل عَ َ مْ ل يكُ َ ل َهُ عَ ت مَ عْ ِ مَّ ن تِ ُ ي لِ مْ وَ كُ رَ ه ِ ُطَ ي ُ لِ يد رِ ُ نْ ي كِ
َٰ ل  وَ

 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu 

junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali 

dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 

memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, 
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tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 

supaya kamu bersyukur. (QS Al-Maidah: 6). 

Dalam Tafsir Tafsir Jalalain dijelaskan bawha (Dan jika kamu dalam 

keadaan junub, maka bersucilah) maksudnya mandilah (dan apabila sakit) yang 

akan bertambah parah dengan menyentuh air (atau dalam perjalanan) musafir (atau 

kamu kembali dari tempat buang air) artinya berhadas (atau menyentuh wanita) hal 

ini telah dibicarakan dulu pada surah An-Nisa (lalu kamu tidak memperoleh air) 

yakni setelah mencarinya (maka bertayamumlah) dengan mencari (tanah yang baik) 

tanah yang bersih (sapulah muka dan tanganmu) beserta kedua siku (dengan tanah 

itu) dengan dua kali pukulan. Ba menunjukkan lengket sementara sunah 

menjelaskan bahwa yang dimaksud ialah hendaklah sapuan itu meliputi kedua 

anggota secara keseluruhan (Allah tidaklah hendak menyulitkan kamu) dengan 

kewajiban-kewajiban berwudu, mandi atau tayamum itu (tetapi Dia hendak 

menyucikan kamu) dari hadas dan dosa (dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya 

kepadamu) yakni dengan Islam dengan menerangkan syariat-syariat agama 

(semoga kamu bersyukur) atas nikmat-Nya itu. Dalam Surat Al-Nur ayat 61 Alloh 

Swt berfirman : 

 

كُلوُا  ليَْسَ عَلَى الْْعَْمَى حَرَجٌ وَلَّ عَلَى الْْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَّ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَّ عَلَى أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَْ 

هَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ إِخْوَانِكُمْ أوَْ بيُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامِ مِنْ بيُوُتِكُمْ أوَْ  كُمْ أوَْ  بيُوُتِ آبَائكُِمْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ

اتِكُمْ أوَْ بيُوُتِ أخَْوَالِكُمْ أوَْ بيُوُتِ خَالَّتكُِمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفَاتِحَهُ أوَْ صَدِيقِكُمْ   ليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ بيُوُتِ عَمَّ

  تأَكُْلوُا جَمِيعًا أوَْ أشَْتاَتاً

 

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta tidak (pula) bagi orang pincang, 

tidak (pula) bagi orang sakit; dan tidak (pula) bagi diri kamu makan di rumah 

kamu, atau di rumah bapak-bapak kamu, di rumah ibu-ibu kamu, di rumah 

saudara-saudara kamu yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di 

rumah saudara bapak kamu yang laki-laki, di rumah saudara bapak kamu yang 

perempuan, di rumah saudara ibu kamu yang laki-laki, di rumah saudara ibu kamu 

yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau kawan kamu; Tidak 

ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau berpisah-pisah. 

Imam ath-Thabari dalam kitab tafsirnya Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an 
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yang dikenal dengan Tafsir ath-Thabari, menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat 

tersebut adalah dahulu orang-orang Anshor di Madinah sebelum hadirnya Nabi 

Muhammad, sering merasa risih dengan orang-orang buta dan lumpuh, yang hemat 

mereka tidak akan bisa ikut menikmati makanan sebagaimana mereka lakukan.  

Mereka berpikir akan lebih baik untuk menyendirikan makanan orang-

orang cacat itu dibanding makan bersama. Dari sikap diskriminatif inilah, Allah 

menurunkan Surat An-Nur ayat 61, menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk 

orang-orang buta dan lainnya untuk makan bersama mereka.3 

Keterangan tafsir Surat An-Nur ayat 61 di atas yang juga menyinggung 

tentang “rumah-rumah” keluarga dan orang-orang terdekat, menunjukkan bahwa 

menghapuskan stigma dan diskriminasi untuk penyandang disabilitas, apalagi 

diikuti pengasingan dan pemasungan hendaknya dimulai dari keluarga, tetangga 

serta orang-orang terdekat. Dengan demikian, dari sudut pandang ajaran Islam, 

pemasungan dan pembelengguan adalah bentuk diskriminasi dan pengasingan 

sosial yang tidak boleh dilakukan atas penyandang disabilitas. Memberikan respek 

dan kesamaan hak adalah hal yang mesti dipenuhi, baik untuk penyandang 

disabilitas mental maupun fisik (Syauqi 2019). 

Ayat-ayat tersebut dalam mendukung kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir 

walaupun ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil pada kaidah lainnya. 

Sedangkan  dalil  Sunnah Nabi Muhammad SAW terdapat beberapa hadist yang 

memiliki makna terkait kaidah ini. Diantara yang dekat maknanya dengan kaidah 

adalah kata ad-din bi al-hanifah al-samhah dalam  hadist Rasulullah SAW yang 

berbunyi:  

ِ الْحَنيِفِيَّةُ  ينِ إِلىَ اللَّّٰ  السَّمْحَةُ  أحََبُّ الد ِ

   

Nabi saw. bersabda: “Beragama yang paling dicintai Allah adalah 

bersikap lurus dan berlapang hati”. (HR. Bukhari, no. 30). 

 

 
3 Imam at Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Quran. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Jilid 19, hal. 

219. Keterangan serupa dapat ditemukan dalam tafsir-tafsir yang lebih belakangan, seperti kitab 

tafsir karya Imam al-Mawardi, al-Qurthubi atau Ibnu Katsir) Sumber: 

https://islam.nu.or.id/post/read/110115/larangan-memasung-dan-mengasingkan-penyandang-

disabilitas. (Diakses pada 15 Desember 2020) 

https://islam.nu.or.id/post/read/110115/larangan-memasung-dan-mengasingkan-penyandang-disabilitas
https://islam.nu.or.id/post/read/110115/larangan-memasung-dan-mengasingkan-penyandang-disabilitas
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Islam dalah agama yang diridhai oleh Alloh Swr, yang mana Islam 

dinamakan agama dengan agama yang  hanif  mengandung  arti  kemudahan  dan 

keluwesan.  Dalam  buku  Al-Qowaidul Fiqhiyah  disebutkan  bahwa  Imam Bukhari 

mencantumkan sub-bab  khusus  dalam bab  shahih yaitu addin yusar (agama yang 

dimudahkan). 

 

B. Implikasi Kaidah dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di 

Era    Revolusi Industri 4.0 

Kajian perilaku masyarakat dalam Sistem ekonomi Islam bukan hanya 

sistem ekonomi sebagai motode alternatif maupun system yang sifatnya tengah-

tengah akan tetapi system ekonomi yang mampu menjawab segala persoalan yang 

muncul di Indonesia dimana Sistem Ekonomi Islam akan menjadikan suatu 

keseimbangan dalam ranah Pembangunan serta Kesejahteraan Umat di dunia 

manapun (Susanto dan Manara 2017). Dalam Penelitian yang dijelaskan oleh 

(Iswandi 2014) ditemukan bahwa Kajian tentang konsep taysir masih minim, 

padahal taysir mempunyai fungsi yang signifikan dalam menjawab permasalahan-

permasalahan dalam hukum Islam, khususnya bidang muamalat. Dalam bidang 

muamalat, konsep taysir tidak hanya dibutuhkan, tetapi lebih dari itu adalah sebagai 

obat yang memiliki keniscayaan guna menyembuhkan ketidaksehatan perilaku 

mukalaf dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Taysir juga menjadi jawaban bagi 

kelompok umat yang saling bertolak belakang ketika menyikapi hukum syariat. 

Taysir tidak memberi jawaban dan mendukung kelompok yang kaku terhadap 

hukum syariat (al-mutasyaddid) dan juga tidak memberi jawaban dan mendukung 

kelompok yang meremehkan hukum (al-mutasahil) hal ini juga sebagaimana 

penelitiaan oleh (Iswandi 2014). 

Sejatinya, hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., baik itu yang 

berkenaan dengan ibadah maupun muamalat, sudah sangat sempurna dan 

menyeluruh, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mukalaf 

dapat dikaji langsung dari Alquran dan Sunah Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan 

firmanNya, yaitu “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, cukupkan 

nikmat-Ku kepadamu, dan telah Aku ridhai Islam itu menjadi agama bagimu” (QS. 

Al-Maidah ayat 3). 
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Dalam jual beli misalnya, Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. tidak 

membatasi kaum Muslim untuk bertransaksi dengan kaum non-Muslim dan materi 

yang ditransaksikan juga diberikan keleluasaan. Batasan yang diberikan hanya 

masalah kehalalannya. 

 

تُ  بَ  ٱلْيوَْمَ أحِلَّ لكَُمُ ٱلطَّي بَِٰ تِ  وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِتَٰ تُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل  لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَٰ

قبَْلِكُ  مِن  بَ  ٱلْكِتَٰ أوُتوُا۟  ٱلَّذِينَ  مِنَ  تُ  وَلَّ وَٱلْمحْصَنَٰ فِحِينَ  مُسَٰ غَيْرَ  مُحْصِنيِنَ  أجُُورَهُنَّ  ءَاتيَْتمُُوهُنَّ  إِذآَ  مْ 

سِرِينَ  نِ فقََدْ حَبطَِ عَمَلهُُۥ وَهوَُ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلخَٰ يمَٰ  مُتَّخِذِىٓ أخَْداَن    وَمَن يكَْفرُْ بِٱلْإِ

 

 Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 

orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) 

bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan 

diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu 

telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan 

maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang 

kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. 

 

 Dalam hadis (al-Bukhari 1989) disebutkan: Sesungguhnya Allah dan 

Rasul-Nya melarang orang memperjualbelikan arak, bangkai, babi, dan 

patungpatung. Maka seorang dari sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, tahukah kamu 

bahwa lemak bangkai digunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit dan 

untuk lampu penerangan?”. Rasulullah Saw. menjawab: “Semua itu tetap haram...”. 

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual 

beli berhak khiyar (saling tawar menawar) selama belum berpisah. Jika mereka 

berlaku jujur dan berterus terang, diberkahilah jual beli mereka. Tetapi jika tidak 

berterus terang dan berbohong, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.”  

Berdasarkan beberapa ayat Alquran dan Hadis, dapat dicermati bahwa Allah 

Swt. tidak membebani mukalaf dengan kesukaran yang berlebih. Bahkan Allah 

Swt. dan Rasul-Nya memberikan contoh kemudahan (al-taysir) dan keleluasaan 

kepada kaum Muslim dalam bertransaksi dengan kaum non-Muslim. Sesuatu yang 
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akan sangat menyulitkan jika kaum Muslim bertransaksi/jual-beli hanya kepada 

sesama kaum Muslim. Akan tetapi hal ini tidak diberlakukan oleh Allah Swt., 

mengingat jual-beli mengandung kemaslahatan bagi semua manusia. 

Ya’qub al-Bahusayn dalam artikel (Iswandi 2014, 250) menjelaskan bahwa 

salah satu dari faktor diperkenankannya kemudahan (altaysir) ini adalah adanya 

kesukaran (al’usr) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umum al-

balwa). Adapun faktor atau sebab diperkenankannya kemudahan (al-taysir) adalah: 

(1) Sebab yang memaksa, seperti sakit, lupa, dan kelemahan. (2) Sebab keadaan 

yang menuntut mukalaf untuk memilih, seperti bodoh, bepergian, kelalaian, mabuk, 

dan hal yang tidak disukai. (3) Sebab yang bercampur dari adanya kesukaran (al-

‘usr) dan keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umum al-balwa). 

Dalam kegiatan ekonomi, terkadang ada kesukaran yang sering dihadapi 

oleh para pihak yang bertransaksi, seperti kesukaran untuk bertemu dan 

bertransaksi secara Tatap Muka langsung. Padahal adanya pertemuan dalam 

bertransaksi merupakan sesuatu yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Maka 

dalam hal ini, banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa untuk menghilangkan 

kesukaran tersebut diperkenankan para pihak menggunakan media telekomunikasi 

seperti telepon, sms, atau internet, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi face to 

face yang tersirat dalam Hadis tersebut terpenuhi. 

Adapun keumuman permasalahan yang sering terjadi (‘umûm al-balwâ) dan 

selalu ditemukan adalah seperti terbungkusnya komoditi yang diperjualbelikan 

sehingga menyulitkan seorang pembeli untuk mengetahui keadaan fisik komoditi 

tersebut. Dalam hal ini, para ulama fikih berpendapat bahwa untuk menghilangkan 

keumuman permasalahan yang sering terjadi dan selalu ditemukan adalah dengan 

membuka salah satu pembungkus komoditi tersebut untuk dijadikan contoh, 

sehingga seseorang yang akan membelinya dapat mengetahui kondisi fisik 

komoditi tersebut. (Syafei 2006, 159-179) mencontohkan pada kredit atau 

pembayaran non tunai yang diberlakukan dalam transaksi jual-beli mobil, rumah, 

atau komoditi lainnya. Di dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 282 disebutkan bahwa “Hai 

orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Kredit atau pembayaran 

non tunai diperkenankan. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah kegiatan bisnis 
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dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.  

Penerapan konsep taysir dalam sistem ekonomi Islam dihadirkan dalam 

rangka untuk memberi kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan bagi para 

mukalaf. Baik di dalam hukum asli (al-‘azimah) maupun hukum lanjutan (al-

rukhshah) yang berkenaan dengan sistem ekonomi Islam. Taysîr dihadirkan oleh 

Allah Swt. untuk memberi kemaslahatan dan kemudahan bagi manusia, sehingga 

tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan-Nya, terutama yang berkenaan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi. Saat 

ini, dunia perbankan syariah dan industri syariah yang berkembang pesat, sangat 

membutuhkan perangkat hukum dalam rangka untuk menciptakan produk dan 

inovasi kreatif, sebagai konsekuensi tuntutan zaman dan kebutuhan manusia yang 

terus berkembang. 

Sehingga Pemberlakuan kredit sangat diperlukan oleh para pihak yang 

bertransaksi, apalagi pada saat ini, dimana manusia dengan segala kebutuhan 

hidupnya tidak mungkin membeli sesuatu yang dibutuhkan dengan membayar 

tunai. Namun demikian, penerapan konsep ini tidak serta-merta dibenarkan tanpa 

memperhatikan maksud Allah Swt. melegalkan hukum (maqashid al-syarî’ah), 

terutama dalam hal menjaga harta. Hal ini dilakukan untuk menjaga mukalaf tetap 

patuh dan taat dengan syariat yang telah ditentukan dan terhindar dari perbuatan 

yang meremehkan atau menggampangkan hukum (al-mutasahilun fî al-ahkam). 

Sebagaimana pendapat (Permana 2020) dalam temuan penelitiannya 

dijelaskan bahwa Kaidah-kaidah fiqh yang lahir dari sumber pokok utama yaitu al-

quran, al-hadis, dan ijma’. Kaidah-kaidah fiqih lahir dengan tujuan menetapkan 

hukum Islam dalam persoalan-persoalan baru yang terus berkembang seiring 

perkembangan zaman, terkhusus dalam transaksi ekonomi atau muamalah maliyah 

yang senantiasa berkembang di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian 

kaidah-kaidah fiqh merupakan produk ijtihad dan merupakan generalisasi dari 

tema-tema fiqh yang tersebar di kalangan ulama mazhab. Adanya kaidah-kaidah 

fiqh merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan mengetahui 

hukum-hukum kontemporer terkhusus persoalan ekonomi yang banyak tidak 

memiliki nash sharîh (dalil pasti) dalam al-quran maupun hadits. Begitu pula untuk 

mempermudah menguasai permasalahan furu’iyyah (cabang) yang terus 
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berkembang dan tidak terhitung jumlahnya terkhusus dalam persoalan ekonomi 

yang berkembang di lembaga keuangan syariah. 

Manfaat keberadaan qawa’id fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan 

yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu al-Qur’an 

dan alHadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu 

dengan memperhatikan berbagai kasus fiqh yang pernah terjadi, sehingga hasilnya 

kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas. Sebagaimana pendapat Musthafa 

al-Zarqa yang dikutip oleh (Dahlan 2005, 13), dimana Qowaidul Fiqhiyyah 

merupakan dasar-dasar fiqh yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk 

undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum terhadap berbagai 

peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. 

Kaidah Masyaqqoh diantaranya pendapat Abu Ubaidah ahmad bin 

Muhammad (2017: 342)4 adalah sebagai berikut : 

 

هو الصرع البائس   المشقة بالفتح 5بن منظورابن منظورمحمد بن مكرم جمال الدين   المشقة في اللغة

المشفوق كأنه يسمي بالمصدر وجمعه شقوق والشق أيضا  الموضع  البائس وهو أيضا  وقيل غير 

 6الناحية من الجبل 

 

Artinya Kesulitan atau Perkara yang Sulit secara bahasa Ibnu Manzur: 

Muhammad bin Makram Jamal al-Din bin Manzur menjelaskan bahwa kata 

Masyaqah dengan membaca Fathah dimaknai seperti penyakit epilepsi yang 

menyengsarakan, dan dapat dikatakan sebagai penyakit yang sangat berbahaya/ 

menyengsarakan, dan juga dapat diartikan posisi yang tinggi seperti halnya disebut 

sumber dari retakan, dari sisi gunung. 

As-Subki dan as-Suyuti sebagaimana dikuti (Muqorobin 2007) merumuskan 

Lima qa’idah asasiyyah yang dikenal dengan al-Asasiyyatul-Khamsah, yang 

kemudian disusun dalam al-Majallah yang dikeluarkan ketika Zaman pemerintahan 

 
أبو  عبيدة   أحمد  محمد,  “القاعدة  الفقهية :  المشقة   تجلب  التيسير  معناها   ودليلها :   تطبيقا    على  ما  يخرج  من  تخفيفات   في   الشريعة   4
 :no. 1 (1 Januari 2017) ,الإسلامية  دراسة  مقارنة,”  مجلة  کلية  الشريعة  و  القانون  بطنطا:  مجلة  فصلية  علمية  محکمة  32

336–65, https://doi.org/10.21608/mksq.2017.7701. 

 ابن منظور : محمد  بن مكرم جمال الدين بن منظور  ،  صاحب كتاب  لسان العرب ،  ولد  بمقر وتوفي  بها ٧١١هـ، 5

 .لسان العرب لابن منظور ٨٠/١١  ،إعداد وتصنيف يوسف  خياط ، دار لسان  العرب للملايين بيروت  لبنان ٢٠٠٠م 6
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Turki Usmani, yaitu:  

Artikel-2 Al-umuur bimaqaasidihaa (الْموربمقاصدها atau setiap perkara itu 

ditentukan berdasarkan niatnya; Artikel-4 Al-yaqiin laa yuzaalu bisysyakk ( ّاليقين ل

 yaitu sesuatu yang pasti tidak dapat dihapus oleh keraguan. Dalam hal يزال بالشك  

lain disebutkan Al-yaqiin laa yazuulu bisy-syakk atau sesuatu yang pasti tidak dapat 

berubah disebabkan oleh keraguan. 

Artikel-17 Al-musyaqqah tajlibut taysiir (التيسير تجلب   kesulitan itu (المشقة 

mendatangkan kemudahan; Artikel -21 Adh-dhararu yuzaalu  يزال  atau الضرر 

kemadharatan hendaknya dihapuskan; dan Artikel -36 Al-‘aadah muhakkamah  

 atau adat kebiasaan dapat menjadi sumber hukum. Sementara itu Ibnu العادة محكمة

Nujaim menambah satu lagi qa’idah asas sehingga menjadi enam, yaitu laa 

tsawaaba illaa bin-niyyah لّ ثواب الّ بالنية atau tidak ada pahala bagi perbuatan yang 

tidak disertai dengan niat, yang kemudian menjadi qa’idah asas yang berlaku di 

kalangan madzhab Hanafi. Sementara itu di kalangan madzhab Maliki, qa’idah ini 

menjadi qa’idah al-umuur bimaqaasidihaa. 

Kaidah Ketiga  َالتَّيْسِيْر تجَْلِبُ   ini yaitu Kesulitan membawa kemudahan الَْمَشَقَّةُ 

merupakan salah satu kaidah pokok bagian ketiga. Maksudnya segala urusan, baik 

ibadah atau muamalah apabila mengalami kesulitan akan ada jalan keluarnya. 

Kaidah ini diinduksi (istiqra’) dari beberapa ayat dan hadis, di antara ayat 

dimaksud adalah : 

ُ بِكُمُ الْيسُْرَ وَلّ يرُِيدُ بكُِمُ الْعسُْرَ     يرُِيدُ اللَّّٰ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu (QS. Albaqarah 185). 

Yakni, kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan, 

ini termasuk salah satu tujuan syar’iat. Cukup bagimu bahwa Dzat yang 

mensyari’atkan agama ini adalah pencipta zaman, tempat dan manusia. Dia lebih 

mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka.  

 

ُ نفَْسًا إلِّ وُسْعهََا لهََا مَا كَسَبتَْ وَعَليَْهَا مَا اكْتسََبتَْ     لّ يكَُلِ فُ اللَّّٰ

 

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
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dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

Kita sebagai seorang muslim yang baik, kita justru yang menjadikan 

penggalan ayat tersebut sebagau bentang dan tameng kita dalam memaksimalkan 

segala usaha dan potensi kita. Penggalan ayat tersebut bisa kita jadikan landasan 

untuk berusaha dan menghadapi ujian atau cobaan. Karena pada dasarnya Allah 

memberikan ujian tidak melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri (Surat 

Al-Baqarah Ayat 286). 

Masyaqqah (masakat) dapat diartikan sebagai keberatan, atau kesukaran, 

kesusahan atau kepayahan atau pun terjemahan lain yang semakna dengannya, 

seperti kesengsaraan dan lainnya. Dari sekian kesamaan makna, saya lebih memilih 

menggunakan sebutan asalnya yang sudah di-Indonesia-kan, yaitu masakat. Tidak 

semua masakat dapat menggugurkan atau meminimalisir berbagai macam bentuk 

ibadah dari ketentuan awalnya. as-Suyuthi mengemukakan macam-macam ibadah 

yang pelaksanaannya tidak terpengaruh dengan adanya masakat, seperti cuaca 

dingin mencekam tidak dapat menghalangi seseorang untuk berwudu dan mandi 

wajib, suasana amat panas di siang hari atau panjangnya waktu siang pada suatu 

hari tidak dapat menghalangi seseorang untuk berpuasa, masakatsafartidak bisa 

menghalangi seseorang untuk menunaikan haji dan jihad, pedihnya hukuman hudud 

dan rajam bagi orang berzina tidak dapat menghalangi yang bersangkutan untuk 

dilaksanakan. Dengan kata lain, masakat dalam hal-hal yang disebut itu tidak 

ngefek untuk merubah format ibadah yang ditentukan dalam agama. 

Telah dijelaskan bahwa dampak covid-19 yang merambah ke Indonesia di 

Era revolusi 40 seperti sekarang juga berdampak pada jiwa manusia yang ada di 

muka bumi ini. Maka dalam hal ini kajian kaidah masyaqah ini sebagaimana artikel 

karya (Maulida 2020) Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaannya harus mempu memlihara jiwanya ketimbang agamanya (tidak 

egois) yaitu lebih pada mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan 

pribadi yang menyangkut keselamatan dan keamanan jiwa masyarakat Indonesia. 

Namun demikian, mengacu pada suatu maslahah dan asas kemudahan atau 

keringanan hukum Islam, ada hal-hal yang dikecualikan terkait dengan kondisi 

yang membahayakan, sehinggaas-Suyuthi sebagaimana dikutip oleh (M. Khaliq 

Shalha (kompasiana.com) 2014)  membagi tingkatan masakat pada 3 tingkatan.  
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Pertama, masakat berat (masyaqqah azhimah fadhihah), yaitu masakat yang 

dikhawatirkan mengancam jiwa, anggota badan atau fungsi anggota badan. 

Masakat semacam ini dipastikan dapat menyebabkan memperoleh keringanan, 

karena menjaga keselamatan jiwa dan anggota badan untuk menegakkan 

kemaslahatan agama lebih utama dari pada bersusah payah melakukan ibadah 

dengan mengorbankan keselamatan jiwa.  

Kedua, masakat ringan (masyaqqah khafifah), seperti pusing kepala ringan. 

Kondisi seperti ini tidak memiliki efek bagi seseorang untuk memperoleh 

keringanan, oleh karena itu, mementingkan kemaslahatan ibadah diutamakan.  

Ketiga, masakat pertengahan antara berat dan ringan (mutawassith). 

Kondisi seperti ini diperlukan adanya pengukuran diri, apabila masakatnya 

condong pada tingkatan pertama maka berhak memperoleh keringan, dan jika 

condong pada tingkatan kedua, tidak memperoleh keringanan. 

Kondisi-kondisi yang membahayakan dapat dipastikan akan memperoleh 

keringanan. Hal itu merupakan ukuran utama bagi seseorang dalam memperoleh 

keringanan. Adanya keringanan dalam hukum Islam tidak semata-mata diukur 

dengan kondisi yang membahayakan, tapi ada sebab-sebab lain yang dipandang 

layak untuk memperolehnya, seperti hal-hal yang terkait dengan keterbatasan 

mukalaf atau di luar kemampuannya. Lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah pada 

pembahasan sebab-sebab memperoleh keringanan. 

Berbicara tentang asas masakat korelasinya adalah relatifistis yang berarti 

hukumnya lentur sesuai dengan kondisi individu mukalaf. Persoalannya adalah 

ketika suatu hukum disandarkan pada asas masakat kemudian dibuat takaran 

tertentu yang mengikat untuk kepastian sebuah hukum, maka akibatnya akan 

menjadi rancu. Misalnya, sebagai analisa dalam mencari suatu ‘illah tentang adanya 

pemberlakuan keringanan hukum, dapat diangkat tentang keringanan bagi musafir. 

Safar (perjalanan) dibuat suatu sandaran hukum karena safar dipersepsikan sebagai 

penyebab timbulnya masakat (mazhinnatul masyaqqah). Lalu bagaimanakah 

ukuran masakat safar sehingga memperoleh keringanan. Dalam hal ini ulama 

membuat keriteria yang mengikat, yaitu jarak perjalanannya diperkirakan dua 

marhalah, kalau dulu ditempuh selama sehari semalam, dan jika memakai ukuran 

sekarang ± 89 km. begitupun ketiga seorang Guru besar ingin melaksanakan Shalat 
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wajib ketika dalam kondisi sibuk dalam kegiatan seminar, bimbingan, workshop, 

dan lainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ija Suntana (2017)7 bahwa seorang Guru 

besar dengan faktor “kesibukan” boleh melakukan Shalat Jamak dan Qashar. 

Dalam pembagian hukum Islam, ada sembilan macam hukum taklifi. 

Kaitannya dengan konteks pembahasan ini, perlu dijelaskan satu macam di 

antaranya, yaitu ar-rukhshah (dispensasi, rukhsah). Rukhsah adalah suatu hukum 

yang mengalami perubahan dari yang sulit pada yang mudah beserta adanya sebab 

hukum asal. Atau hukum-hukum yang ditetapkan karena adanya uzur (kesulitan) 

yang merupakan pengecualian dari hukum asalnya yang kulli, atau hukum-hukum 

yang ditetapkan karena ada alasan yang membolehkan kita keluar dari hukum yang 

asal. Rukhsah dilihat dari implementasi mukalaf sesuai dengan tuntutannya 

menurut Jazuli & I. Nurol Aen dibagi dua:  

Rukhshah al-tarki, yaitu rukhshah untuk meninggalkan perbuatan. 

Rukhshah al-fi’li, yaitu rukhshah untuk melakukan perbuatan. Sedangkan as-

Suyuthi merincinya sebagai berikut:  

Wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa (al-mudhtharr), 

berbuka bagi orang yang khawatir binasa pada dirinya karena terlalu lapar atau haus 

sekalipun orang itu tidak dalam bepergian.  

Sunah, seperti mengqasar salat ketika dalam perjalanan, berbuka bagi orang 

yang masakat berpuasa karena dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, melihat 

pada orang yang dipinangnya, dan lainnya.  

Mubah, seperti jual beli salam (membayar uang terlebih dahulu sebelum ada 

barang/kerja) hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena dibutuhkan, maka 

hukumnya berubah menjadi mubah.  

Ikhtilaf aula (membedai yang utama) atau bahasa lainnya, lebih utama 

ditinggalkan, seperti mengusap sepatu. Demikian juga tayamum yang dilakukan 

oleh orang yang mendapatkan air yang dijual namun harganya di atas harga standar 

tapi orang itu mampu membelinya.  

Makruh, seperti mengqasar salat yang jarak perjalanannya kurang sedikit 

dari yang titentukan. Turunan makna dari istilah rukhshah ini atau bahasa 

 
7 Hasil diskusi yang disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum, UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, mata kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam. 2017. 



 

  

Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Vol. 5, No.1, July  2021  37 

 

Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) P-ISSN : 2622-0822 | E-ISSN : 2614-0004 

praktisnya disebut takhfif (keringanan) atau bentuk jamaknya, takhfifat. 

Semisal dalam hal pembiayaan perumahan di Era revolusi industry 4.0 

dalam hal ini kaidah ini (masyaqqoh) yang terkandung dalam pembiayaan rumah 

dapat digunakan sebagaimana penelitian oleh (Abubakar dan Handayani 2017) 

yang dijelaskan bahwa dalam Prinsip syariah yang tujuannya memberikan alternatif 

yang unik dalam pembiayaan pemilikan rumah misalnya yang berasas pada 

keadilan serta keseimbangan melalui menyediakan pembiayaan pada perumahan 

melalui akad Musyarakah Mutanaqisah yaitu pembiayaan yang berbasis 

kepemilikan bersama antara pihak nasabah dan pihak bank. 

C. Kaidah Semakna dengan Al-Masyaqqah Tajlibul Al-Taysir Implikasinya 

dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di Era Revolusi 

Industri 4.0 

Kaidah Semakna Kaidah fiqih yang semakna dengan Al-Masyaqqah 

Tajlibul al-Taysir yaitu  َإِذاَ ضَاقَ الْْمَْرُ ِاتَّسَع Apabila suatu perkara sempit maka menjadi 

luas. Kaidah tersebut diambil dari ucapan Imam Syafii. Ada pula kaidah dengan 

redaksi berbeda tapi maksudnya sama :  َْالَْْشَْيَاءُ إِذاَ ضَاقتَْ ِاتَّسَعت yaitu Sesuatu menjadi 

sempit apabila luas. Contoh dari kaidah ini, lelaki haram memegang tubuh 

perempuan yang bukan mahramnya, namun jikalau suatu ketika terjadi kecelakaan 

yang menimpa perempuan tersebut, misalnya jatuh dari kendaraan dan tidak ada 

seorang pun berada di tempat kejadian itu kecuali lelaki tersebut, maka lelaki itu 

boleh menolong perempuan tersebut, bahkan wajib. Kemudian ulama membalik 

kaidah tersebut manjadi :  َإِذاَ اتَّسَعَ الْْمَْرُ ضَاق Apabila suatu perkara luas maka menjadi 

sempit. Contoh dari kaidah ini, ketika perang sedang berkecamuk diperbolehkan 

melakukan salat khauf dengan banyak bergerak. Tetapi di tengah-tengah salat, tiba-

tiba keadaan menjadi reda dan musuh menjauh, maka tidak lagi diperkenankan 

banyak bergerak dalam salat tersebut.  

Penelitian oleh (Hardi 2019) menemukan bahwa dalam teori ekonomi 

syariah memberikan kemudahan yang ditawarkan melalui aspek dalam kehidupan 

sehari –hari di Era kekinian yaitu era 4.0, dalam hal ini umat Islam seperti halnya 

pelaksanaan ibadah ataupun muamalah semisal pada lingkp ekonomi keuangan dan 

lingkup sosial kemasyarakatan maupun dalam konteks keorganisasian yang terus 

berkembang. Kaidah masyaqah ini patut dilestarikan guna mewujudkan toleransi 
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yang hakiki dan menuju islam yang rahmatan lil ‘alamin. 

Kaidah lainnya  ِعَليَْه الْمُجْمَعُ  ينُْكَرُ  وَإنَِّمَا  فيِْهِ،  الْمُخْتلََفُ  ينُْكَرُ   Masalah yang masih  لَّ 

diperselisihkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari 

masalah yang (keharamannya) telah disepakati.8 Kaidah fiqih ini mengakomodir 

semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam bingkai 

kesepakatan bahwa “tidak boleh menolak masalah yang keharamannya masih 

diperdebatkan, penolakan hanya berlaku pada masalah yang keharamannya telah 

disepakati. Semisal berjudi, minum khamr, zina, mencuri, meninggalkan shalat dan 

lain sebagainya. Semua itu adalah masalah yang keharamannya telah disepakati 

oleh para Mujtahid. Contoh lainnya dari keharaman riba sebagaimana penelitian 

oleh (Ahyani dan Muharir 2020) juga menyebutkan kejelasan haramnya riba pada 

bunga bank, dengan demikian masyarakat Indonesia dengan hadirnya era revolusi 

Industri 4.0 seperti sekarang perlu dikritisi terhadap perilaku masyarakatnya, 

namun pada ranah tingkat keharaman yang sudah Qath’I atau jelas maka tidak perlu 

ada perdebatan lagi, dalam hal ini (Ahyani, Permana, dan Abduloh 2020) juga 

menjelaskan bagaimana dialog tentang perdepatan yang ada pada riba, dan bunga 

bank. 

Terkait prilaku masyarakat Indonesia yang masih bingung akan kaidah ini 

jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka peneliti contohkan 

dalam hal pengamalan yang ada pada prinsip ekonomi syariah sebagaimana 

penelitian oleh (Setyowati 2017) ditemukan bahwa pemahaman terkait penggunaan 

pendekatan yang dicanangkan oleh syariah compliance adalah pilihan yang tepat 

hal ini dikarenakan kajian baik secara filosofis, atau pun historis ditingkat global 

dan local namun harus didukung oleh pemerintah dan juga MUI. Penelitian yang 

agak sepadan juga dicanangkan oleh (Roro 2017) terkait karakteristik pada syariah 

dalam hal transaksi bisnis mislanya dikalangan masyarakat di Indonesia diperlukan 

prinsip yang kafah yang dari awal kontrak penandatanganan sampai akhir 

pelaksanaan kontrak agar tidak terjadi wanprestasi dalam hal ini tunduk pada aturan 

syariah. 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan pandangannya tentang 

 
8 Imam Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadha’ir, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1990, 

hlm 158) dalam https://islam.nu.or.id/post/read/109073/ diakses pada 15 Desember 2020. 

https://islam.nu.or.id/post/read/109073/
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perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dia mengatakan: 

 

  نهم لولم يختلفوا لم تكن رخصةيختلفوا لْ لو أن أصحاب محمد لم ما سرني  

   

Artinya “Tidak menyenangkanku jika para sahabat Muhammad shallallahu 

'alaihi wasallam, tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda 

pendapat tidak akan ada rukhsah (kemudahan bagi kita).” (Imam Jalaluddin al-

Suyuti, Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar: Hasyiyyah al-Suyuthi ‘ala Tafsir 

al-Baidlawi, Mekkah: Jami’ah Ummul Qura, 2005, juz 2, 572). Perbedaan pendapat 

adalah rahmat. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu, kita 

harus siap dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama dalam hukum fiqih. 

Jangankan lintas madzhab, yang se-madzhab saja kaya akan perbedaan pendapat. 

Kita harus benar-benar tahu dan siap akan hal itu.  

Dalam penelitian (Islamiyati 2017) dijelaskan bahwa UU Wakaf pada Pasal 

16 Ayat 3 Huruf e, menjelaskan bahwa antara HKI dan hukum wakaf  mempunyai  

keterkaitan yakni HKI telah sesuai  dengan  syarat  harta  yang  bisa  diwakafkan,  

yakni dikuasai oleh para pemiliknya sehingga tidak habis  untuk dikonsumsi,  dalam 

hal ini menguntungan dari segi ekonomi dan juga sosial. HKI juga dipandang 

sebagai hak kekayaan dimana yang mendapatkan perlindungan hukum dan 

kepastian hukum, dan wakaf sebagai HKI ini dikategorikan  pada wakaf  yang  

terbatas  atau mu’aqqat bi ghairihi hal ini dikarenakan dalam UU HKI telah 

membatasi waktunya. 

 

SIMPULAN 

Dalam kaidah ini yaitu Kesulitan Melahirkan Kemudahan hukum yang 

terkandung di dalam hukum asal dan hukum lanjutan atau pengecualian yang 

diberlakukan, letaknya bukan hanya di dalam permasalahan ibadah saja, akan tetapi 

juga dalam hal muamalāt, aktifitas bisnis dan juga kegiatan ekonomi. Adanya 

pemberlakuan hukum atau kaidah Kesulitan Melahirkan Kemudahan membuktikan 

bahwa agama Islam dengan segala perangkatnya sangat memperhatikan kebutuhan 

manusia yang di sesuaikan dengan era sekarang Era revolusi Indutri 4.0 dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan 
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ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan, ketika Allah Swt tidak melarang bagi kaum 

Muslimin agar berinteraksi langsung sekaligus bertransaksi dengan kaum yang 

beda agama atau non-Muslim, bahkan Allah Swt. Justru dalam hal ini Alloh Swt 

memberikan keleluasaan kepada para mukalaf untuk menentukan aktifitas 

ekonominya sendiri dengan catatan sesuai dengan kadar kemampuannya. Tetapi 

dengan demikian kaidah yang hampir Qath’i ini dibatasi oleh syariat guna menjaga 

kemaslahatan manusia dalam rangka menjaga tujuan dan maksud aturan Allah Swt. 

Rumusan kaidah Kesulitan Melahirkan Kemudahan di Era revolusi Indutri 

4.0 seperti sekarang ini perialaku masyarakat di Indonesia khususnya dapat 

memberikan kemudahan dalam aturan, artinya segala urusan, baik ibadah atau 

muamalat apabila mengalami kesulitan maka akan ada jalan keluarnya, artinya ada 

solusi yang ditawarkan. Sedangkan kesulitan atau masyaqqah yang dipastikan 

memperoleh keringanan atau kemudahan yaitu dengan catatan ada kondisi yang 

dikhawatirkan dalam mengancam keselamatan jiwa seseorang, mengancam pada 

anggota badan atau fungsi anggota badan lainnya, sedangkan sebab-sebab lain yang 

dipandang layak agar dapat memperoleh keringanan ini seperti hal-hal yang terkait 

dengan keterbatasan mukalaf di luar kemampuannya dalam mencapai permasalahan 

yang telah dihadapi. Untuk mengimplementasikan kaidah masyaqqah di era 

sekarang 4.0 sangat membutuhkan penalaran yang tajam dan kritis sehingga 

kebijakan yang diambil hasilnya menjadi obyektif, valid, terarah dan sesuai dengan 

konteks kemaslahatan kekinian sehingga menjadikan kehidupan lebih terarah dan 

menapatkan solusi yang sesuai dengan harapan.  
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